
WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR I TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PE VHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

BADAN PERI CANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

! ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PAGAR ALAM

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan

Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya termasuk juga dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai;

b. bahwa tambahan penghasilan merupakan
peningkatan penghasilan yang diberikan dalam
rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Bappeda Kota Pagar Alam dalam
melaksanakan fungsi perencanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
Penggajian dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota
Pagar Alam.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001



a

Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
teftteng Perubahan «edua Atas Undang-undang
Nornor 23 tahun 3Q04 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negra
Republik Indonesia Nomor 5679);



MENETAPKAN

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor

05 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015

Nomor 5 seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun

2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2009 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratura i Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah a<;alah Kota Pagar Alam.

2. PemerrT i Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam



u

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Walikota

Wakil Wal

Sekretari::

Badan I'

dengan I :•

Kota Pagai

Pegawai I

Sipil pad;i

berwenanj

Tambaluu;

Pemerintah

lalah Walikota Pagar Alam
cota adalah Wakil Walikota Pagar Alam
Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
rencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat
ppeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Alam.

geri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Pemerintah Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh pejabat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan oleh
Daerah untuk memotivasi dan mendorong PNS guna

meningk;i kan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing

9. Pemberiai tambahan penghasilan adalah kurun waktu 1 (satu) bulan
mulai dan tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.

10. Hari kerja idalah jam pelayanan publik dan pelayanan

11

12,

Pejabat ] nanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah

Kepala B, i )peda selaku pengguna anggaran.

Pengurai an tambahan penghasilan adalah potongan yang dikenakan
terhadap ambahan penghasilan bagi PNS secara sah berdasarkan

keten tua i peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
peningka1 n dan memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok
dan fung! nya.

(2) Tujuan litetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
meningk: kan kinerja PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (I vPPEDA) Kota Pagar Alam.

(1). Tambah."

tercan tun

Pembam>

Alam

Pemban}--'

(2). Tambah;:

dibeban)

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penghasilan hanya diberikan kepada PNS yang namanya
dalam daftar gaji PNS pada Badan Perencanaan

aan Daerah (BAPPEDA) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar
ilalui Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan
aan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung.



(3). Tambahai Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdas; tr n jabatan struktural dan pangkat/Golongan.

(1). Pemberi;
sebagaim

(2). PNS

Kemenlc! •

Alam khi:

dalam ia

daftar gaj

dimaksu' I

(3). PNS sel
struktura:

Badan Pei

Pagar Alai

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

a Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS
aa dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);

pindahan dari Kementerian/Lembaga Non
m/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kota Pagar
usnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
in anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam

PNS tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana

pada ayat (1);

;aimana dimaksud pada ayat (2) yang menduduki jabatan

dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS pada
mcanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota
i diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 5

(1). Pengdompokan dan besaran pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan jabatan struktural, jabatan staf di lingkungan BAPPEDA,

sebagaini; na tercantum dalam lampiran I, diatur dengan keputusan

walikota.

(2). Apabila i ejabat struktural yang dilantik dan staf, yang ditempatkan
sampai i! ngan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, tambahan

pengh.isi n PNS yang bersangkutan akan dibayarkan pada bulan
berikutm i.

BAB V

PENETAP \N UNTUK TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Tambahan p<

tidak diberik;

a. Melaksan

b. Mengainl

c. Mengaml"

d. Mengamh:

e. Berstatus

f. Berstalus

Pasal 6

ighasilan atas beban kerja, fungsi dan pertimbangan objektif
i kepada PNS yang :

can Tugas Belajar;

cuti diluar tanggungan Negara;
cuti besar;

cuti persalinan anak ke tiga dan seterusnya;
^rsangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
erdakwa atau terpidana.

Pasal 7

(1). PNS yang < kenakan hukuman disiplin tingkat tertentu tidak diberikan
tambahan enghasilannya dengan ketentuan sebagai berikut:



(2).

a. Dikenakai hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka waktu 1
(satu) bulan ; dan
b. Yang dik< \akan hukuman disiplin tingkat berat untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan

Tambahan | nghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung sejak keputusan disiplin mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Pasal 8

(1) Penetap. n dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan
penghasila bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dilakukan
untuk seki aris, kepala bidang, kasubbag/kasubid dan staf pada Badan
Perencana; Pembangunan Daerah.

(2). Penetap; dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan
penghasila bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dilakukan
oleh Seki e .is Daerah untuk Kepala Bappeda Kota Pagar Alam.

(2).

(3).

Penguranj: '

komponcn

(satu) bulai

Pengurang; i

mengajuktu

Penetapan

sebagaima-

sebagai s;

dari Peratu

BAB VI

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

i tambahan penghasilan atas beban kerja didasarkan pada
lisiplin yang diperhitungkan untuk setiap masa kinerja 1

i tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat
pembayaran.

jerhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan
t dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I
t kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
in Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Tata cara pern

BAPPEDA diw

menandatatr

untuk Sekrotai

melampirkan

dikenakan untu

Pasal 10

intaan tambahan penghasilan kepada PNS dilingkungan
apkan oleh Kepala Bappeda serta membuat dan

daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan
s, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasubid dan staf dengan
erhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang
: setiap PNS.

Pasal 11

Kepala Bapped t mengajukan Surat Permintaan tambahan penghasilan
dengan pemba iran langsung (LS) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan set Daerah (DPPKAD) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
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BAB VIII

PRC )SES PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3)
dibayarkan ecara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.

(2) Pembayara; tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan n elalui rekening bendahara pengeluaran.

Pasal 13

(1) Pemberian I imbahan penghasilan dibayarkan sekali sebulan dan paling
lama sekali Ialam 3 (tiga) bulan.

(2) Pemberian imbahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibayarkan )aling lama pada bulan selanjutnya dengan dikenakan pajak
penghasila dari jumlah yang akan diterima sesuai dengan peraturan
perundan^ indangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melakuk i pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal (3) at (1) adalah berdasarkan :

a. Rekapitulr kehadiran PNS setiap bulannya:
b. Kehadiran el pagi dan sore yang dibuktikan dengan penandatanganan

daftar hadii

Dalam melakuk

dalam pasal (3)

a. Menyam;

perubahan

b. Mengambil ;

c. Meneliti da!

daftar ta m i

berikutnya
d. Mengirim da

DPPKA;

e. SKPD meng;

f. SKPD meng

Pasal 15

i pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
at (1), SKPD berkewajiban :

can bukti sah mutasi data kepegawaian kepada BKD untuk
ita daftar tambahan penghasilan pegawai;
^»D tambahan penghasilan dari DPPKA;
ar tambahan penghasilan dan melaporkan hasil penelitian
inan penghasilan yang akan diperhitungkan pada bulan
pada BKD dan DPPKA;

i menandatangani daftar tambahan penghasilan kepada

ukan SPP tambahan penghasilan kepada DPPKA;
lukan SPP dengan potongan wajib kepada DPPKA;

Pasal 16

Dalam melakuk, i pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal (3) at (1) DPPKA berkewajiban untuk :

a. Menerima < atan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya
termasuk d tar potongan wajib sesuai dengan yang tertera dalam daftar
gaji;



eg

b. Mendistribusikan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bendahara pengeluaran atau
bendahara pi ngeluaran pembantu;

c. Menerbitkan SPD berdasarkan anggaran Kas SKPD;
d. Menerbitkan }PD setiap SKPD;

e. Mendistribus.kan SPD kepada BAPPEDA;

f. Mengirimkai, SPP BAPPEDA kepada DPPKA;
g. Menerima la] oran tambahan penghasilan; dan
h. Menyampail ,n lampiran SP2D ke Bank sebagai alat pemindah bukuan

dana dari n ening kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran dan
bendahara. • ngeluaran pembantu.

Dalam melakuk;.

dalam pasal (3) a

pembantu berkev

a. Membayark

rekapitulasi

b. Menerima,

PNS apabila
kepada DPP!

c. Melakukan i

bendahara |

d. Menyimpan

bukti tanda

pengeluaran

(1) Pengawasai.

kepada PN,1-

(2) Pengawasai

dilakukan i

(3) Pengawa

dilaksanak;"

Pasal 17

pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud

at (1), bendahara pengeluaran atau bendaahara pengeluaran

ajiban untuk :

i tambahan penghasilan kepada PNS sesuai dengan daftar
ehadiran

elanjutkan dan memfasilitasi penyelesaian komplain dari
terjadi kekeliruan dalam transfer tambahan penghasilan

A

emindah bukuan dana tambahan penghasilan PNS melalui
ngeluaran/Bank; dan

>ukti daftar penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagai
pembayaran dari bendahara pengeluaran atau bendahara
aembantu.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan
ilaksanakan melalui pengawasan melekat.

melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
h atasan langsung secara berjenjang.

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala 15/

melakukan

setiap bulai

(2) Kepala BAI

dimaksud

rekapitula;

Pasal 19

PEDA dan atasan langsung secara berjenjang wajib
>engendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan
kepada masing-masing PNS.

EDA dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana
ada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran
;omponen disiplin.



Dengan berlaku iva Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pagar
Alam Nomor 2. Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS di
Lingkungan Baj .-da Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2014 Nomor 22 ri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walik a ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or; ig dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wall! ta ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota

Pagar Alam.

Diundangkan

Pada Tanggal

di Pagar Alam

qxi/or/ 2016« ?

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal: 4 ?"^ar' 2016

/^WALIKOTA PAGAR ALAM

i.
IDA FITRIATI BASJUNI

V

SEKRETARIS D :RAH KOTA PAGAR ALAM,

^
SAFRU

B( ita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor (


